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PROVINSI JAWA TENGAH 
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TENTANG 

KLASIFKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN 2020 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU 

Menimbang a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat 

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; 

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat 

dan terbatas; 

C. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon 

Informasi Publik badan wajib 
setiap kebijakan

publik membuat 

pertimbangan tertulis atas 

diambil; 
vang 

d. bahwa berdasarkan sebagamana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka 

pertimbangan 

perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang 
Klasiflikasi Informasi yang Dikecualikan. 

Mengingat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

1. 

Republik Indonesia Tahun 
Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia 
Nomor 4846); 

2008 Nomor ól, 

2. Peraturan Pemerintah Noimor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan 
Informasi (Lembaran Negara Republik indonesia 
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan L"mbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5149); 

3. Peraturan Komisi lnformasi Nomor I Tahun 2017 
tentang Pengkasifikasian Informasi Publik 
(Tambalhan Berita Negara Talun 2017 Nomor 
429); 



Peraturan 
Menteri Daliam Negcri Nomor 3 Tahun 

2017 tcntang 
Pedoman Pengelolaan

Pclayanan 

Informasi Dan Dokumentasi 
Kementerian Dalam 

Negeri Dan 
Pemerintahan 

Dacrah (Berita Negara 

Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) 

Peraturan 
Gubernur Jawa Tcngah Nomor 8 

Tahun 2010 tentang 
Komisi Informasi Provins 

Jawa Tengah (Berita Dacrah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2010 Nomor 68); 

. 

Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 

Tahun 2015 tentang 
Perubahan Alas Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 

tentang Petunjuk pelaksanaan 
Peraturan Dacrahn 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 

Pelayanan 
Inlormasi 

Publik 

tentang 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
Dacrah Provinsi 

Jawa Tengah (Berita 

Tengah Tahun 2015 Nomor 12); 

Dacrah Provinsi Jawa 

Tahun 2020. 

Memperhatikan Lembar Pengujian 
Konsekuensi Nomor 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KLASIFIKASI 
INFORMASI 

DIKECUALIKAN 

ini 

Informasi sebagaimana 
disebutkan pada lampiran 

KESATU 

merupakan informasi yang 
dikecualikan. 

Tahun 
Lembar Pengujian 

Konsekuensi Nomor 

2020 yang 
tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Penctapan ini. 

KEDUA 

Ditetapkan di Ungaran 

Pada langgal 
Scptember 2020 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERTANIAN 

DAN PRKEBrNAN PROVINSI JAWA TENGAH 

AERINTA PR 

DINAS 
PERTAN!AN 

lr TRVSUSILARJO, MM 



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI 

8oo lI09l Tahun 2020 
NOMOR 

Pada hari ini, Rabu tanggal 2 bulan September tahun 2020 bertempat di Kantor 

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji 

Konsekuensi terhadap 
discbutkan pada tabel di bawah ini 

Informasi Publik yang Dikecualikan sebagainana 

Informasi (berisi 
informasi tertentu 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi 
Publik 

Das: Hukum Jangka Waktu 

Pengecualian 
Informasi yang akan 

dikecualikan) 
Proses Pengujian 
Mutu Benih 

Dibuka Ditutup 

Dapat 
disalahgunakan 
pihak tertentu 

- Persaingan 

Melindungi dan 

mengamankan 
hasil informasi 

Sampai dengan 

keluarnya UU No. 22 Tahun 
2019 Tentang Sistem 
Budidaya Pertanian 

Berkelanjutan pasal 
30 ayat 4. 
UU No. 14 Th 2008 

sertifikat 

Tanaman Pangan, 
hortikultura dan yang diperoleh 

Melindung Perkebunan aha. 

Ketentraman. 

Tentang KIP Pasal 

17 huruf b 

UU No. 5 Tahun 
1999 Tentang 
Larangan Praktek 

Monopoli dan 

Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, Pasal 

23 



Bahwa Pengujian Konsckucnsi Informasi Yang Dikecualikan scbagaimana disebul 

pada tabel di atas dilakukan oleh : 

ACARA Rakcr PP0 Penynunan atta t 

HARI/TANGGAL Rabu. 02 September 2020 

A Ruang Rapat Lantai vV 

NO NAMA UNIT KERJA TANDA IANGAN 

I Sur/o Conordto 

DARp 
h cdinliaal8BIPH 

Den PoTP 
PaB 

Vota un- 

7 Aro Szolyanh 
8 nri B Tanbyr 
9RC+MtRR 0AuPAA 

10 Anyah 
11 arw 
12 ea H 

MOnKa Auom 

13 
14 

15 Pinandita Diar eP TOHP r 
16SUC BuoA 1 

aman 
18 ma 

19 ange Ptha 19 
20Qp.M. 

21 y * 0DTPH 

22 ngr 
232pmwy C 

24 SAnpjhlAi 

Pau 23 

2 25 ana,0 



ACARA 
Ra, 92 Septviribe 2{330 

MARI/TANGGAL 
uang apat ait TEMPAT 

TANDA TANGAN UNIT KERJA NO NAMA 

26 Stame suhars) 

28 unt e tu 

A lsai 
32 

Nuni KUSr INI 33 

34 

35 ila 
36 

Hrhuha 37 
38 Aszed 
39 
40 Vi tuaifurí 
41 ran HesonP. 
42 
43 1R Susi lac+e 

RO 

Unpt 
2 

44 

Demikian Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan ini dibuat secara 

seksama dan penuh ketelitian. 

Menyetujui, 

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

Setaku Apasan PPID Pembantu 

PRU 
DINAS PERTANIAN 

SURYÓ NÁNENDRO, MP 
N ama Madya 

NIP. 19610408 198903 1 O06 
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